
(; IIBI<:I{ NIII~(;OI~ONTA1..,0

PERATURANGUBERNUR GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN2016

TENTANG
KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI,

SERTATATAKERJA INSPEKTORAT DAERAHPROVINSIGORONTALO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

. GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubemur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Gorontalo ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan
Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah' beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peru bah an Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Nomor 5121)~

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

8. Peratu~an Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 ten tang Pedoinan
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Gorontal0 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI, SERTATATA KERJA
INSPEKTORATDAERAHPROVINSIGORONTALO

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut as as
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaa.n urusan pemerintahan ya~g menjadi kewenangan
daerah otonom.
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4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. ekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. If,lspektur adalah Inspektur Daerah ProviI1siGorontalo.
7. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi

Qorontalo.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo
se1aku pe1aksana urusan pemerintahan di daerah.

9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan danl atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

10. Pembin~an atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah danl atau Gubernur
selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan
tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

11. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar
pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakuka.n secara independen, obyektif dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan
kehandaJan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.

13.Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan
pelaksanaan kegiatan yang secara terus menerus atau berkala
disetiap tingkatan atau program sesuai rencana.

14. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah,
akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan
pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Auditor
(JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penye1enggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah (P2UPD)dan Jabatan Fungsionallainnya.

16. Pejabat Fungsional Auditor atau biasa disebut auditor adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab,
dan wewenang untuk melakukan pehgawasan intern pada
instansi pemerintah, lembaga danl atau pihak lain yang
di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Aparatur
Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara
penuh oleh pejabat yang berwenang.
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17. Pejabat Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah
adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan
di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara.

18. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas
Otonomi.

19. Dekonsentr~si adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewcnangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur
s~bagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal
di wilaYflh tertentu, danl atau kepada Gubernur dan Bupatil
Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan
umum.

BAS II
KEDUDUKAN

Pasa12
(1) In'spektorat Daerah Provinsi Gorontalo berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dipimpin oleh

Inspektur.
Pasa13

Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan
pemerintahan.

Pasal4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program pembinaan dan pengawasan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;
c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, revzew, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lainnya;

d. pelaksanaart pengawasan pengaduan masyarakat dan untuk
tujuan tertentu;

e. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance,
clean government dan pe1ayanan publik;

f. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
g. pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
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BAB III
SUSUNANORGANISASI

Pasal5
Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :
a. Inspektur;
b. Sekretariat;
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;dan
g. KelompokJabatan Fungsional.

BABIV
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal6
Inspektur Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat
Daerah yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Inspektur me"nyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan pelaksanaan tugas Inspektorat secara keseluruhan;
b. pengendalian pelaksanaan tugas sesuai fungsi Inspektorat

Daerah Provinsi;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kelompok
Jabatan Fungsional; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal8
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan pemberian layanan administratif dan fungsional
di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan
kepegawaian.
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Pasal9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian

program kerja pengawasan;
b. koordinasi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,

keuan gan dan urusan rumah tangga;
c. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
d. koordinasi pengelolaan laporan hasil pengawasan Aparat

Pengawas Internal Pcmerintah (APIP);
e. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis

fungsional;
f. penyusupan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data

dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat

secara berkala; dan
h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun
perencanaan dan evaluasi program kegiatan, penyusunan laporan
kinerja serta mengelola data tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan dan Evaluasi;
b. menyusun rencana strategis dan rencana program kegiatan;
c. menganalisis dan menyusun usulan program, rencana kerja dan

anggaran tahunan;
d. melakukan koordinasi penyusunan anggaran belanja langsung;
e. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
f. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat danl atau unit

kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
g. menganalisis bahan-bahan pelaporan dan melakukan

penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Standar Operasional Prosedur (SOP), I Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ);
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h. mengelola data hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan; dan

1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang t.ugasnya.

Pasal 13
Sub I Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban, penyusunan
laporan keuangan dan verifikasi.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
b. menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan.

rindan obyek belanja langsung;
c. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan

perubahan anggaran;
d. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran;
e. menyiapkan, menerbitkan SPM dan mengajukan SPM beserta

kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara
pengeluaran;

f. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan
pengawasan dan pengendalian;

g. membuat berita acara hasil pemeriksaan kas secara berkala dan
melaporkan kepada BUD serta PA;

h. menyusun laporan keuangan SKPD;dan
1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15
Sub Bagian Umum dan
melaksanakan pelayananan
pengelolaan Sarang Milik
kepegawaian.

Kepegawaian mempunyai tugas
administrasi umum, ketatausahaan,
Daerah (BMD), dan administrasi

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;
b. mengelola pelayanan ketatausahaan;
c. mengelola data dan mengarsipkan dokumen administrasi umum

dan kepegawaian;
d. menyiapkan bah an penyusunan analisis jabatan, informasi

j~batan dan standar kompetensi jabatan struktural dan
fungsional;

e. melaksanakan pengembangan kapasitas SDMAparatur;
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f. merencanakan dan menatausahakan Barang Milik Daerah (BMD);
g. melaksanakan penyelenggaraan tatalaksana, pemeliharaan
kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;

h. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

1. memberikan informasi setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam
bentuk berita dan dokumentasi yang telah disetujui oleh
pimpinan kepada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi Gorontalo; dan

J. . p~laksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 17
Inspektur Pembantu Wilayah mempunyal tugas melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dan penanganan pengaduan masyarakat serta
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 18
(1) Inspektur Pembantu terdiri dari :
a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Provinsi
membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada
instansij satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi serta
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kota.

(3) Pembagian Wilayah Kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur
Pembantu Wilayah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
Inspektur.

Pasal 19
Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1)menyelengga:rakan fungsi:
a. pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan
dan barang daerah, pengelolaan kepegawaian pemerintah provinsi
dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

b. pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

c. pelaksanaan review perencanaan dan penganggaran (proses
penyusunan APBD), yang meliputi reviu RKPD, Renja SKPD,
KUA-PPASdan RKA-SKPD;
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d. review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi;
e. review Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi;
f. evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD lingkup pemerintah

provIns!;
g. pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaari dengan

tujuan tertentu;
h. pemeriksaan terpadu;
1. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
J. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance,

clean goverment dan pelayanan publik;
k. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
1. penyusunan pedoman, standar di bidang pengawasan;
m. koordin~si program pengawasan;
n. pemeriksaan Hibah/ Bantuan Sosial;
o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
p. pengawasan tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
q. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal20
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa121
(1) Ke1ompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional

Auditor (PFA), Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan pejabat fungsional
lainnya yang terbagi dalam beberapa Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Inspektur.

(3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada
Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Jumlah tenaga Pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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BABVI
TATAKERJA

Pasal22
Dalam melaksanakan tugas setiap pejabat administrator dan pejabat
pengawas di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan
masing-masing maupun an tar satuan organisasi di lingkungan
Inspektorat serta dengan instansi lain di luar lingkungan Inspektorat
sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

Pasal23
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Inspektorat:
a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pe1aksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambillangkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa124
Dalam me1aksanakan tugas pejabat administrator dan pejabat
pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan
rap at berkala.

Pasal 25
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bert~.mggungjawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVII
ESELON,PENGANGKATAN
DANPEMBERHENTIAN

Pasa126
(1) Inspektur merupakan jabatan eselon I1a atau jabatan pimpinan

tinggi pratama.
(2) Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah merupakan jabatan

eselon IlIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan

pengawas.

Pasa127
(1) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan

diberhentikan oleh Gubernur .

.10
KARO HUKUM INSPEKTUR SEKDA

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



(2) Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi
pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontal0 sesuai
ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUANLAIN- LAIN

Pasal28
Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

I

Gubernur ini.

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

Pasa129
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya
jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Gubernur ini.

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal30
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tugas dan
Fungsi Inspektorat Provinsi Gorontal0 (Berita Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2014 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal31
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Deaemmer 2016
PIt. GUBERNUR GORONTALO,

ZUDANARIF FAKRULLOH
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